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ABSTRAK 

 

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi 

Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. 

Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasan bagi para buruh non 

formal di desa Adi Jaya.  Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 

pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah 

(mu‟ajir) dan pihak kedua (musta‟jir) sebagai penerima upah, 

dalam hal ini mu‟ajir menawarkan pekerjaan kepada musta‟jir 

namun musta‟jir meminta upah atas pekerjaan yang belum 

dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu 

pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh musta‟jir terkadang 

tidak sesuai yang diharapan oleh mu‟ajir, misalnya dalam segi 

kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai namun secara 

kualitas tidak sesuai yang diharapakan oleh pihak mu‟ajir. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah 

pelaksanaan pembayaran upah di awal akad tidak merugikan 

salah satu pihak dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 

pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pelaksanaan 

pembayaran upah dan untuk mengkaji pandangan hukum Islam 

terhadap pembayaran upah di awal akad di desa Adi Jaya 

kecamatan Terbanggi Besar. 

Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis, 

diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian lapangan 

dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang 

kesepakatan kerja dan upah-mengupah. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara (interview), observasi. 

Dalam analisa datanya mengunakan metode kualitatif. 

Pengolahan data  dilakukan melalui editing, coding, tabulating, 

dan sistematis data. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di analisis bahwa, 

pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi Jaya 

adalah pembayaran upah di awal akad, biasanya para buruh 
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memakai sistem seperti ini yaitu meminta pembayaran upahnya 

diberikan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. 

Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah 

dibenarkan dalam Islam. Kegiatan mu‟amalahnya tidak 

bertentangan dengan syara‟ karena terdapat kerelaan dari kedua 

belah pihak, antara mu‟ajir dan musta‟jir telah saling ikhlas dan 

ridho dalam memberikan dan menerima upah. Selain itu sistem 

pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di 

masyarakat dan kebisaan itu bisa menjadi hukum. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

praktik pembayaran upah di awal akad pada masyarakat desa 

Adi Jaya kecamatan Terbanggi Besar diperbolehkan dalam 

hukum Islam karena tidak mengandung unsur gharar 

(ketidakpastian atau penipuan), maysir (penjudian), riba (bunga 

uang), zhulum (penganiayaan), rysiwah (suap), barang haram 

dan maksiat. Dan yang terpenting antara mu‟ajir dan musta‟jir 

telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima 

upah. 
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MOTTO 

 

: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ 
فَّ أعَْطوُ        (عَرَقهُُ )رواه ابن ماجه ا الَأجِيَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِ

 

Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata 

Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya 

sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih). 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1
 Ibnu Hajar Alasqolani, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, 

(Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman 

dalam mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian 

penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Kata-kata yang 

perlu ditegaskan dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) yaitu 

sebagai berikut : 

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 

mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
1
 Maksud 

dari hukum Islam disini adalah hukum bisnis syariah (fiqih 

mu’amalah). 

2. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.
2
 Jadi 

pengertian pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai 

antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara 

bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa 

secara berlawanan. 

3. Upah adalah penukaran, atau pemilikan manfaat atau 

menjual tenaga dengan imbalan mendapat pengantinya.
3
 

4. Awal akad. Awal adalah permulaan.
4
 Akad adalah ikatan 

artinya lafad ijab dan qabul.
5
 Jadi yang di maksud awal akad 

adalah permulaan ijab atau suatu 

kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud judul skripsi 

ini adalah mengkaji pembayaran upah menurut hukum Islam, 

                                                             
1
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013), h. 42. 
2
 Departemen Pendididkan Nasional, Op. Cit, h.152 

3
 Hendi Suhendi, Fiqih Mu’amalah, (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada,2005), h.115 
4
 Departemen Pendididkan Nasional, Op.Cit, h. 107 

5
 M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1994), h.12 
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atau menelaah dari masalah sudut pandang hukum Islam tentang 

Pembayaran Upah di Awal Akad pada masyarakat desa Adi Jaya 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa alasan yang 

kuat sehingga menarik untuk mengangkat beberapa 

permasalahan dalam judul di atas, yaitu : 

1. Pelaksanaan pembayaran upah di awal akad di desa Adi 

Jaya yang dilakukan oleh mu’ajir dan musta’jir 

dikhawatirkan merugikan salah satu pihak dan pekerjaan 

tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pihak 

musta’jir. 

2. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di bidang Mu’amalah Fakultas Syri’ah IAIN Raden 

Intan Lampung. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah 

SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan 

kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan 

cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam 

perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.
6
 Hal 

ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan 

dan saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup bersama baik majikan maupun bagi pekerjanya. 

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah 

kerjasama antara manusuia disatu pihak sebagai penyedia jasa 

manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, 

dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan 

yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan 

produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja 

mendapatkan konpensasi berupa upah. Kerja sama ini dengan 

                                                             
6
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

persada, 2010), h. 2 
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literatur fiqih disebut dengan akad ijarah al-A’mal, yaitu sewa 

menyewa jasa manusia.
7
 

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan 

mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing 

tidak akan rugi. Sehingga terciptalah keadilan diantara mereka. 

Dalam QS. Al-jaatsiyah: 22, Allah berfirman: 

                  

           

Artinya ”Dan Allah menciptakan langit dan bumi 

dengan tujuan yang benar, dan agar setia jiwa diberi balasan 

sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan 

dirugikan.(Q.S. Al-Jatsiyah [22] :500)”
 8

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah 

menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah pun 

menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni 

penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai 

ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan 

selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni 

manusia, sesuai apa yakni kebaikan dan kejahatan, yang dia 

kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun 

tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan 

diuntungkan.
9
  

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu 

pihak, baik majikan maupun buruh, supaya tercipta kesejahteran 

sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini 

karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan 

                                                             
7
 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 

h.215 
8
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan ( Bandung: 

Diponegoro, 2014), h.500 
9
 M Quraish Shihab,Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 

2002), h.361 
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dan norma-norma yang telah ditetapkan.
10

 Upah setiap orang 

harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar 

tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. 

Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah 

pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

: مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَ 
فَّ أعَْطوُ     11 (اجهعَرَقهُُ )رواه ابن م ا الَأجِيَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِ

Artinya “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata 
Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya 

sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).
12

 

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan 

pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi 

sangat meganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah 

sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai 

dikerjakan. 

 Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa 

(diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Ia 

wajib menunaikannya dengan sunggung-sungguh dan 

menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang 

disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini 

adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.
13

 

Menurut Abu Hanifah upah wajib dibayarkan ketika 

pekerjaan itu tidak disyaratkan apapun dalam akad. Bahwa upah 

tidak wajib (menjadi kewajiban yang ditetapkan dalam 

tangungan), kecuali pada akhir masa ijarah. Hal itu karena 

manfaat yang bisa di capai dalam masa ijarah. Di lihat dari 

statusnya sebagai ma’quudalaih adalah satu bagian. Jadi, jika ia 

tidak mengambil semua manfaatnya maka ia tidak wajib 

                                                             
10

 Helmi Karim, Fiqih Mu’amalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1997), h.90 
11

 Ibnu Hajar Alasqolani, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, 

(Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188 
12

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. 

Alma’arif, 1987), h.10. 
13

 Saleh Al-Fauzan, Fikih Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani Press, 

2005), h.488 
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memberikan gantinya (upah).
14

 Pendapat Imam Malik dalam hal 

ini adalah hak dalam mengeluarkan harga (upah) itu hanya 

didasarkan kepada imbangan yang di terima (pekerjaan).
15

 

Berkaitan tentang hal ini di desa Adi Jaya 

Kecamatan Terbanggi Besar merupakan desa yang mayoritas 

masyarakataya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh 

bengkel, dan kuli bangunan. Desa Adi Jaya terdapat banyak 

warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu 

pendapatan perkapita rata-rata sebesar Rp. 1.000.000/ bulan. 

Dikarenakan pendapatan yang rendah bagi buruh tersebutlah 

banyak buruh di desa Adi Jaya meminta upah di awal akad 

sebelum mereka melakukan pekerjaan. Praktik pembayaran 

upah di awal biasanya dilakukan oleh pekerja/buruh. 

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di desa Adi 

Jaya adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. 

Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para buruh non 

formal di desa Adi Jaya.  Pada kasus ini akad dilakukan oleh 2 

pihak dimana pihak pertama sebagai orang yang memberi upah 

(mu’ajir) dan pihak kedua (musta’jir) sebagai penerima upah, 

dalam hal ini mu’ajir menawarkan pekerjaan kepada musta’jir 

namun musta’jir meminta upah atas pekerjaan yang belum 

dikerjakan. Tentunya hal tersebut dapat merugikan salah satu 

pihak karena pekerjaan yang dilakukan oleh musta’jir terkadang 

tidak sesuai yang diharapan oleh mu’ajir, misalnya dalam segi 

kuantitas pekerjaan yang dilakukan selesai namun secara 

kualitas tidak sesuai yang diharapakn oleh pihak mu’ajir. 

Menurut data prasurvei yang dilakukan pada 

masyarakat desa Adi Jaya diketahui bahwa para buruh dapat 

meminta pembayaran upahnya di awal akad, sebelum pekerjaan 

selesai upah telah diminta oleh si pekerja (musta’jir). 

Dalam hal ini akan di teliti apakah ada pihak yang 

merasa dirugikan dengan cara pengupahan di awal akad ini. 

Berdasarkan uraian di atas maka akan di kaji dalam skripsi 

                                                             
14

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilit 5 (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), h.413 
15

 Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid (Semarang: CV. Asy-syifa, 

1990), h.216 
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dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah 

Di Awal Akad (Studi di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah). 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan maka dapat merumuskan pokok permasalahan yang 

akan menjadi kajian selanjutnya, yaitu: 

1. Apakah pelaksanan pembayaran upah di awal akad di desa 

Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar tidak merugikan salah 

satu pihak? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah 

di awal akad (Studi di desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi 

Besar) ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka : 

1. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengkaji pelaksanaan pembayaran upah di 

awal akad di desa Adi Jaya Kecamatan  Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

b. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam tentang 

pembayaran upah di awal akad (Studi di desa Adi 

Jaya Kecamatan Terbanaggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah). 

2. Kegunaan penelitian : 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk 

memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan 

pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan 

praktik mengenai pembayaran upah mengupah 

yang baik dan benar menurut hukum Islam. 

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai 

suatu syarat memenuhi tugas akhir guna 

memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari’ah 

UIN Raden Intan Lampung. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian  
a. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu 

penelitian yang melukiskan, memaparkan, 

menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau 

mengambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok 

tertentu dengan proses penyederhanaan data 

penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi 

informasi yang masih sederhana agar lebih mudah 

dipahami dengan apa adanya yang terjadi 

dilapangan.
16

 Dalam kaitan penelitian, ingin 

mengambarkan dan melakukan analisis dengan apa 

adanya tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Pembayaran Upah Di Awal Akad kepada masyarakat 

desa Adi Jaya dalam pelaksaan sistem pembayaran 

upah antara mu’ajir dan musta’jir. 

b. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu dilakukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara spesifik 

dan realis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-

tengah masyakat. Penelitian ini berhubungan dengan 

pelaksanaan pembayaran upah di awal akad pada 

masyarakat desa Adi Jaya kecamatan Terbanggi 

Besar. 

2. Sumber Data 

Sedangkan data yang akan dicari yaitu:  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari 

sumber lapangan atau lokasi penelitian yang 

memberikan informasi langsung kepada peneliti, 

yaitu masyarakat di desa Adi Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar, yang menerapkan sistem 

pembayaran upah di awal akad. 

 

                                                             
16

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial, 

(Bandung: Mondar Maju, 1996), h.33 
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b. Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber informasi yang 

menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam 

melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber 

yang dapat memberikan data pendukung seperti 

buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh 

data yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada di dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Studi penelitianya juga disebut studi populasi 

atau sensus.
17

 Pada penelitian dilapangan 

ditemukan populasi yang berjumlah < 100 orang 

yang melakukan pembayaran upah di awal akad. 

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
18

 Seperti yang dikemukakan oleh 

Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga penelitianya adalah 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-50% atau lebih.
19

 Karena populasi dalam 

penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan 

populasi di jadikan sampel. Adapun teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

Rendom sampling yaitu pemilihan sekelompok 

subjek yang akan dijadikan sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu.
20

 Berdasarkan 

                                                             
17

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka 

Cipta,1993), h.102. 
18

 Ibid., h.108. 
19

 Ibid., h.107. 
20

 Kartini kartono, Op. Cit, h.120  
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penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Majikan sebanyak 6 orang yaitu Tutik, 

Sukerli, Nuhim, Tukiran, Gunawan, 

Suwito. 

2) Buruh sebanyak 5 orang yaitu poniman, 

pairah, Badiono, Poniran, Dedi. 

3) Tokoh masyarakat desa Adi Jaya yaitu 

Sujono dan Neneng. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab 

dan bertatap muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan bagi si peneliti. 

Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi 

data yang diperoleh melalui observasi. Pada 

praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan 

yang telah di tentukan, tentunya yang berkaitan 

dengan permasalahan, dalam hal ini penelitian 

mewawancarai mu’ajir dan musta’jir yang 

melakukan kegiatan upah di awal akad. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan dalam 

rangka mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian, atau suatu studi yang disengaja dan 

sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial 

dengan gejala-gejala psikis dengan jalan 

mengamati dan mencatat. 

5. Metode Pengolahan Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik 

diperpustakaan, maka di olah dengan secara 

sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan 

gambaran data, pengolahan data pada umumnya 

dilakukan dengan cara : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengkoreksi 

apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 
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sudah benar, sudah sesuai (relevan) dengan 

masalah. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi tanda 

kode terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah 

diajukan, hal ini dimaksud untuk mempermudah 

waktu mengadakan tabulasi dan analisa. 

c. Tabulasi data (tabulating), setelah dilakukan 

penandaan data dilakukan untuk memperinci data 

hasil penelitian baik yang di peroleh dilapangan 

maupun dari studi liteature dengan membuat tabel 

data, misalnya data kependudukan, data 

pemerintah, dan lain-lain.
21

 

d. Sistematis data adalah suatu penjabaran secara 

deskriptif tentang hal-hal yang akan di tulis, yang 

secara garis besar terdiri bagi bagian awal, bagian 

isi dan bagian akhir. 

6. Analisis data 
Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu 

tinjauan hukum Islam pembayaran upah di awal akad 

yang dikaji menggunakan metode kualitatif. 

Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui praktek dan pelaksanaan akad upah 

mengupah pada masyarakat Desa Adi Jaya. 

Metode berfikir dalam penulisan ini adalah 

metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu 

penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang 

umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. 

Kaitan dengan skripsi ini adalah metode deduktif 

digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data, 

kemudian di ambil suatu kesimpulan secara khusus 

sampai pada suatu titik temu kebenaran atau 

kepastian.
22

 

 

                                                             
21

  Mardalis, Metode penelitian suatu pendektan proposal (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008) h. 24-78 
22

 Kartini kartono, Loc. Cit, h.33 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Akad 

Akad berasal dari bahasa Arab ( العقد   ) yang artinya 

perikatan, perjanjian, dan permufakatan.
1
 Pertalian ijab qabul 

(pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima 

ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpegaruh pada 

obyek perikatan. 

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, 

antara lain:
 2
 

a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali 

dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga 

bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda. 

b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi 

memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.  

c. Janji (al-ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam al-Quran: 

                     

 Artinya: “sebenarnya siapa yang menepati janji 

dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Imran 3:76)
3
 

Istilah ahdu dalam al-Qur‟an mengacu pada pertanyaan 

seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya 

dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak 

memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak 

setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang 

                                                             
1
 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada 

Pratama, 2007), h.97 
2
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh 

Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.101 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Bandung: 

PT Diponegoro, 2014), h.56 
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tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat: 76, 

bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.
4
 

Firman Allah dalam Qur‟an Surah Al-maidah ayat 1 

yakni : 

                    

                        

            

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad 

itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 

dibacakan kepadamu. (yag demikian itu) dengan tidak 

menghalalkan berburu ketika kamu ketika kamu sedang 

mengerjakan haji. Sesungguhnya allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1).
5
 

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri 

dengan sesutu yang lain dengan cara memunculkan adanya 

komitmen tertentu yang disyari‟atkan. Terkadang kata akad 

menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni 

sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi 

orang lain dengan kata harus.
6
 

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu yang 

menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul 

dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang 

muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan 

gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab 

(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul 

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang 

                                                             
4
 Sohari Ru‟fah, Fiqih Muamalah, (Bogor: PT Raja Grafindo 

Persada,1979), h.42 
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahnya, Op.Cit, 

h.106 
6
 Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi 

Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.26 
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disyari‟atkan dan berpengaruh dalam sesuatu.
7
 Istilah 

“perjanjian” dalam hukum indonesia di sebut “akad” dalam 

hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd,yang berarti 

mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). 

Beberapa tafsiran dari kitab suci al-Qur‟an menyatakan 

bahwa kata „aqud tersebut dalam versi arti kesepakatan ataupun 

akad; lain-lainnya menyebutkan kata tersebut berarti kewajiban-

kewajiban dari tuhan terhadap manusia. Di dalam penjelasan 

dalam versi ini, Al- Zajjaj mengatakan: “Allah SWT 

mengalamatkan pernyataan jujur untuk menjaga kewajiban Dia 

dimana Dia akan memaksa mereka, dan menjaga aqad dimana 

mereka buat di antara mereka sendiri berdasar dengan 

pernyataan-pernyataan dari agama.”
8
 

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah 

“pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua 

pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada 

objeknya.”
9
 Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa‟, dalam 

padangan syara‟ suatu akad merupakan ikatan secara hukum 

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama 

berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan 

pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi 

dalam hati. Karna itu, untuk menyatakan keinginan masing-

masing diungkapkan dalam suatu pernyataan itulah yang disebut 

ijab dan qabul. Pelaku (pihak) pertama di sebut mu’jib dan 

pelaku (pihak) kedua di sebut qaabil.
10

  

2. Rukun dan Syarat Akad 

a. Rukun Akad 

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu 

perbuatan yag sengaja di buat oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi 

                                                             
7
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2015), h.35 
8
 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Businiess dari Teori ke 

Praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.4    
9
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian syari’ah, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2010), h. 68 
10

 M. Ali Hasan, Op.Cit, h.102-103 
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kedua belah pihak haq dan iltizam yang diwujudkan oleh 

akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut: 

1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri 

dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang 

orang yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan 

persyratan atau criteria yag harus dipenuhi oleh 

aqid,
11

 antara lain: 

a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan dan 

kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya 

mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh 

atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini ialah 

tidak gila sehingga mampu memahami ucapan 

ucapan orang-orang normal. Sedangkan 

mumayyiz disni artinya mampu membedakan 

antra baik dan buruk antara yang berbahaya dan 

tidak berbahaya dan antara merugikan dan 

menguntungkan. 

b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan 

kewenangan seseorang yang mendapatkan 

legalitas syar‟i untuk melakukan transaksi atas 

suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut 

memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil 

atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki 

hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan 

yang penting, orang yang melakukan akad harus 

bebas dari tekanan sehingga mampu 

mengekspresikan pilihannya secara bebas. 

2) Mau’quh’alaih ialah benda-benda yang diakadkan. 

3) Maudhu’ al’aqd ialah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah 

tujuan pokok akad. 

4) Siqhat al’ aqd ialah ijab dan qabul, ijab ialah 

permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 

                                                             
11

 Ibid, h.68  
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mengadakan akad,  sedangkan qabul perkataan yang 

keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan 

setelah ijab. 

Hal-hal yang harus diperhatika dalam sight al-aqd
12

 

ialah: 

a) Sight al-‘aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata 

dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak 

memiliki banyak pengertian. 

b) Harus sesuai antara ijab dan qabul. Tidak boleh 

antara yang berijab dan yang menerima berbeda 

lafadz. 

c) Mengambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-

pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak 

karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain 

karena dalam tijarah harus saling ridha. 

b. Syarat Akad 

Setiap pembentuk aqad atau akad syarat yang ditentukan 

syara‟ yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum 

yang harus dipenuhi dalam berbagai macam aqad yaitu:
 

13
 

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada 

dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau 

lainnya.  

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumannya. 

3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang 

yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia 

bukan akid yang memiliki barang. 

4) Aqad tidak dilarang oleh syara‟. 

5) Akad dapat memberikan faedah. 

6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum 

terjadi qabul. 

                                                             
12

 Sohari Sahari, Fiqih Muamalat, (Bogor: Ghalia Indinesia, 2011), 

h.43 
13

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

persada, 2010), h. 44 
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Ijab dan qabul bersambung jika berpisah sebelum 

adanya qabul maka batal. 

 

3. Macam-Macam Akad 

Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di bagi 

dari berbagai segi keabsahannya. 

Menurut syara‟ dapat dibagi menjadi:
14

 

a. Akad sahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. 

Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya 

seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta 

mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama 

Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini 

menjadi dua macam yaitu: 

1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu 

akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun 

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakanya. 

2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan 

seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia 

memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan 

melaksanakan akad itu. 

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama 

fiqih membagi menjadi dua macam: 

1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak 

yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh 

membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. 

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak 

yang melakukan akad, seperti dalam akad al-

wakalah (perwakilan), al-‘ariyah (pinjam-

meminjam), al-wadi’ah (barang titipan). 

b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh 

akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua 

belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi 

dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. 
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Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah 

satu rukun atau terdapat larangan dari syara‟. Sedangkan 

akad fasad adalah akad pada dasarnya disyariatkan tetapi 

sifat yang diakadkan tidak jelas.  

4. Prinsip-Prinsib Akad 

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip 

akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang 

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah 

sebagai berikut: 

a. Prinsip Kebebasan Berkontrak 

b. Prinsip Perjanjian Itu Mengikat 

c. Prinsip Kesepakatan Bersama 

d. Prinsip Ibadah 

e. Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Prestasi 

f. Prinsip Kejujuran (Amanah) 

5. Berakhirnya akad 

Akad akan berakhir apabila:
15

 

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu 

memiliki tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu 

sifatnya tidak mengikat. 

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa 

dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu fasad, seperti 

terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau 

syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, 

khiar aib, atau khiyar rukyah, (c) akad itu tidak 

dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya 

tujuan akad itu secara sempurna. 

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam 

hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua 

akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu 

pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa 

berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 

melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-

menyewa. 
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18 

 

 

B. Upah Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Upah (Ijarah) 

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah ijarah, secara 

terminologi kata Al-ijarah berasal dari kata al-ajru’ yang berarti 

al-‘iwad yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah.
16

  

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara 

etimologis ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada 

seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai 

balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-

istilah ajr, ujrah dan ijarah. Kata ajara-hu dan ajara-hu 

digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang 

lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada 

hal-hal negatif. Kata al-ajr (pahala) biasanya digunakan untuk 

balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah (upah sewa) digunakan 

untuk balasan di dunia.
17

 

Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 

dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karnanya, 

Hanafiah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat di 

sertai imbalan.
18

 

Ijarah adalah “pemilikkan jasa dari seorang yang 

menyewakan (mu’ajjir) oleh orang yang menyewa (musta’jir), 

serta pemilikan harta dari pihak musta’jir oleh seorang mu’ajjir. 

Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap 

jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.
19
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Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak 

(kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis 

dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-

kaidah yang terdapat di peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis 

adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam 

masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. 

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan 

sumber perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah 

kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-

kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua 

pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan 

akibat hukum.
 20

 

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad 

sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang 

harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa 

pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat 

yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad 

ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda 

bukanlah objek akad ini, meskipun akad ijarah kadang-kadang 

menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam 

akad ijarah tidak selamanya manfaat di peroleh dari sebuah 

benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ijarah 

dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam 

masyarakat.
21

 

Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang 

memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai 

perjanjian.
22

 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya 

dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga 

kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah 
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adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam 

produksi. 

Ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh 

Ulama fiqih.
23

 

a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “Ijarah 

yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, 

yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang 

disewakan dengan cara penggantian (bayar)”.
 24

 

Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah 

untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga 

berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, 

penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa 

berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para pekerja 

(bangunan, pabrik, dan sebagainya). 

b. Para Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan bahwa “ijarah yaitu 

suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di 

terima sebagai penganti dan kelebihan, dengan pengantian 

yang diketahui dengan (jelas)”.
25

 

c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “ijarah yaitu 

suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, 

dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu 

yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas 

pula. 

Definisi ijarah  menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah 

hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang 

intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan 

manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan 

memberikan imbalan. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan 

untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mua’jir oleh 

seorang musta’jir yang jelas dan sengaja dengan cara 

memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad al-ijarah 
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tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-ijarah juga tidak 

berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu 

sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ijarah hanya 

ditunjukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan 

kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek al-ijarah untuk 

diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing 

termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan 

makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti 

seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal 

selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, 

seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajiannya 

(upahnya) satu kali dalam seminggu”. Jadi dapat dipahami 

bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada 

imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan 

upah mengupah.
26

 

2. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 

Hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa ijarah 

disyari‟atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak 

menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu 

Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak 

menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa 

kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat 

pembayaran menurut kebiasaan (adat). 

Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariattkan 

berdasarkan Al-Qur‟an, As-sunnah, dan ijma. 

1. Al-Qur‟an Surat Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan: 
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Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 

kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang 

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

lagi dapat dipercaya”. berkatalah Dia (Syu'aib): 

"Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan 

salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 

bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 

sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, 

Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya 
Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang 

baik". (Q.S Al-Qashash : 26-27)
27

 

2. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan: 

 ....                   

                      

         

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah 

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 

233)
28
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Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah 

kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka 

kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika 

kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada 

wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh 

dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang 

sepantasnya kepada merekan, apabila upah diberikan tidak 

sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja 

hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai 

dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari 

kedua belah pihak.
29

 

3. Al-Qur‟an Surat An-Nahl ayat 97 : 

                     

                  

        

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, 

baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, 

Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 

mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl : 97)
30

 

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi 

mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan 

akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha 

(perusahaan dapat dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan 

syarat perusahannya tidak memproduksi, menjual atau 

mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, 
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maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat 

dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.
31

  

4. As-sunnah  

 Selain ayat al-Qur‟an di atas, ada beberapa hadist yang 

menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan: 

: مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ عَنْ عَبْدِ اللَّوِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ صَ 
       32(عَرَقوُُ )رواه ابن ماجو ا الَأجِيَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ أعَْطوُ

Artinya : “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata 
Rasulullah SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya 

sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, shahih). 
33

 

Demikian juga dalam transaksi ijarah, upah sebaiknya 

disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau 

kecilnya upah pekerja. Hadits riwayat Abu Sa‟id Al-Khudri, 

Nabi SAW bersabda : 

 مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ   بَِّ اانَّ  نَّ اَ  وُ نْ عَ  اللُ  ىَ ضِ رَ  ى  رِ دْ اخُ  د  يْ عِ  سَ بِ اَ  نْ عَ وَ 
34(قَ  ازَّ  لرَّ ادُ بْ عَ  اهُ وَ رَ ) وُ تَ  رَ جْ اُ  وُ لَ  م  سَ يُ لْ ف َ ار  ي ْ جِ اَ رَ اجَ تَ سْ ا نِ مَ  :قاَلَ   

Artinya: Dari abu sa‟id Al khudri ra. Bahwasannya 

Nabi SAW bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja 

maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).
35

 

ى لَّ صَ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  مَ جَ تَ جْ : اِ  لَ قَ ف َ  امِ جْ ا حُ رَ جْ اَ  وُ نْ عَ  اللُ  ىَ ضِ  رَ  س  نَ اَ  نْ عَ 
 هُ وَ رَ ) ام  عَ طَ  نْ مِ  يِْ عَ  اصَ  هُ اطَ عْ اَ وَ  ةَ بَ يْ طَ  وْ ب ُ اَ  وُ مَ جَّ ,حَ مَ لَ سَ  وَ  وِ يْ لَ عَ  اللُ 

36(ى  ارِ خَ بُ لا  
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Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya 

mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: 

“Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau 

memberinya imbalan, sebanyak dua sha‟ makanan.
37

 

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal 

yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadits yang 

diriwayatkan Muslim, sebagai berikut: 

 ى للُ لَّ صَ  اللِ  لَ  وْ سُ رَ  ا لَ : قَ  لَ اقَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ  رَ ي ْ  رَ  ىُ بِ اَ  نْ عَ وَ 
ُُْ بِ  طَ عْ اَ  لُ جُ رَ  ةِ ا مَ يَ قِ لْ ا مَ وْ ي َ  مْ هُ مُ صْ ا خَ نَ اَ  ةُ ثَ لَ , ثَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ   دَ غَ   
 وِ طِ عْ ي َ  لَْ وَ  وُ نْ يمِ فَ وْ ت َ سْ افَ  ار  ي ْ جِ اْ تَ سْ اَ  لُ رَ , وَ وُ نُ ثََ  لَ كَ   اَ ا, فَ ر  حُ  عَ باَ  لُ جُ رَ وَ رَ 
38(مْ لِ سْ مُ  هُ وَ رَ ) هُ رَ جْ اَ   

Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, 

Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari 

kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan 

nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual 

orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang 
mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik 

namun iya tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Muslim).
39

 

5. Ladasan Ijma 

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa 

ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala 

sesuatu yang dapat mendatagkan manfaat, maka pekerjaan itu 

menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang 

membantah kesepakatan ijma‟ ini. Sebagai mana di ungkapkan 

Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari‟atkannya sewa menyewa umat 

Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang 

yang berbeda dengan kesepakatan ijma‟ para Ulama ini”, karena 
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Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang 

atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
40

 

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga 

mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu 

dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa 

pertama”.
41

 Al-ijarah merupakan “akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
42

 

6. Dasar Hukum Undang-Undang 

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah 

yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari 

pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi 

pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah 

dilakukan. 

Bab 1 pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan menegaskan: 

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 

atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan di bayar 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa 

yang telah atau akan dilakukan”.
43

  

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan 

pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari 

kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima 

upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah 
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satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran 

pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan 

pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya. 

Berdasarkan uraiaan tentang dasar hukum atau dalil-

dalil syara‟ dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan 

dengan masalah pengupahan (al-ijarah) sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang 

kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah 

mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah 

mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-

undangan apabila bernilai secara syar‟i dan tidak merugikan 

pihak pekerja/buruh.  

3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah) 

a. Rukun Upah (Ijarah) 

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu 

terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 

membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya 

unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, 

dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-

unsur yang membentuk itu disebut rukun.
44

 

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun 

akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa 

tidak mungkin ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka 

mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, 

sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa 

yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk 

dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat 

yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa 

menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan 

objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya 

hakekat sewa menyewa.
45
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Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua 

yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para Ulama 

Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. 

Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah 

sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang 

dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.  

Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) 

empat, yaitu : 

a. Aqid (orang yang berakad) 

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau 

upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan 

menyewakan disebut  mu’ajjir dan orang yang menerima upah 

untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut 

musta’jir.
46

 

b. Sighat 

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad 

(sighatul-‘aqad), terdiri  atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) 

ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 

5) dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan 

ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus 

menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
47

  

c. Upah 

Yaitu sesuatu yang diberikan musta‟jir atas jasa yang 

telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟ajjir.  

d. Manfaat  

Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui 

bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna 

itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. 

Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah 

fasid.
48

 

b. Syarat Upah (Ijarah) 

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara 

rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. 
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Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu 

yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan 

tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun 

tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-

menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa-

menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari 

hakekat sewa-menyewa itu sendiri.  

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru 

diangap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya 

sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi 

lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai 

berikut:
49

 

1) Pelaku ijarah haruslah berakal 

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama 

Syafi‟iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan 

berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau 

tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, 

menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai 

buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah. 

Secara umum dapat dikatakan  bahwa para pihak 

yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang 

sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, 

sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat 

dipertangungjawabkan secara hukum. 

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa 

kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini 

ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan 

kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya 

dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah. 

2) Keridhaan pihak yang berakad 

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan 

kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila 

salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, 

maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada 
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firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang 

berbunyi: 

                 

                

                  

Artinya :  “Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-

Nisa : 29)
50

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan 

kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat 

dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, 

dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara 

kedua belah pihak. 

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah 

satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan,  

baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.
51

 

3) Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak 

cacat. 

Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan 

dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh 

sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa 

tidak boleh menyewakan sesuatu yag tidak boleh 

diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 

4) Objek al-ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟ 
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Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa 

atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang 

dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, 

menyewa orang untuk membunuh orang  (pembunuh 

bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan 

rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat 

ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa 

dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan 

kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam 

masalah maksiat tidak boleh”. 

5) Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui 

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan 

perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak 

jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan 

sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan 

objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, 

tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja 

dalam penyewaan para pekerja. 

a) Penjelas tempat manfaat 

Disyaratkan bahwa manfaaa itu dapat dirasakan, 

ada harganya, dan dapat diketahui. 

b) Penjelasan waktu 

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk 

menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama 

Syafi‟iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak 

dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan 

waktu yang wajib dipenuhi. 

c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan 

diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja 

sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.  

d) Penjelasan waktu kerja  

Tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada 

pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
52

 

e) Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan 

jelas jumlah pembayaran uang sewa hendaklah 
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dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah 

pihak atau dengan cara mengembalikan adat 

kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak 

menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak.  

Sementara itu Sayyid Sabiq berpendapat bahwa 

syarat-syarat ijarah ada lima yaitu : 

(1) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan 

transaksi. 

(2) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya. 

(3) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar 

pemenuhannya. 

(4) Benda yang disewakan dapat diserahkan. 

(5) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan 

Apabila syarat ijarah di atas telah terpenuhi, maka 

akad ijarah telah dianggap sah menurut syara‟. 

Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, 

maka dianggap batal. 

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur‟an maupun As-

Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para mu’ajir 

harus memberi upah kepada musta’jir sepenuhnya atas 

jasa yang diberikan, sedangkan musta’jir harus 

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan 

dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai 

kegagalan moral baik dari pihak musta’jir maupun 

mu’ajir dan ini harus dipertangungjawabkan kepada 

Tuhan.  

 

 

 

 

 

4. Macam-Macam Upah (Ijarah) 

Di dalam fiqih mu‟amalah upah dapat di klasifikasikan 

menjadi dua : 

a. Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah 

yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus 

disertai kerelaan belah pihak yang berakad.  
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b. Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan 

dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan 

(profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutka jasa  

(manfaat) kerjanya.
53

 

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua : 

1) Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa’ah), misalnya 

sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan 

perhiasan. Dalam hal ini mu’ajjir mempunyai benda-

benda tertentu dan muta’jjir butuh benda tersebut dan 

terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu’ajir 

mendapat imabalan tertentu dari musta’jjir, dan 

musta’jjir mendapat manfaat dari benda tersebut. 

Apabila manfaat itu yang bolehkan syara‟ untuk 

dipergunakan, maka para Ulama fiqih sepakat 

menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa. 

2) Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah ala al-a’mal) ialah 

dengan cara mempekerjakan seseorang untuk 

melakukan suatau pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut 

Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu 

jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh 

pabrik, dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang yang 

mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, 

kemudian musta’jjir adalah pihak yang membutuhkan 

keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan 

tertentu. Mu’ajjir mendapat upah atas tenaga yang ia 

keluarkan untuk musta’jjir mendapatkan tenaga atau 

jasa dari mu’ajjir.
54

 Ijaarah ‘ala al-a’mal terbagi dua 

yaitu:
55

 

a) Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang 

pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh 

bekerja selain dengan orang yang telah memberinya 

upah. 
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b) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara 

bersama-sama, atau memlalui kerjasama. Hukumnya 

dibolehkan kerjasama dengan orang lain. 

5. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah 

(Ijarah) 

a. Sistem Pembayaran/Pengupahan 

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak 

ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak 

disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan 

penanguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya 

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. 

Menurut Imam Syafi‟iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak 

dengan akad iu sendiri. Jika mu’ajir menyerahkan zat benda 

yang di sewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima bayarannya 

karena penyewa (musta’jir) sudah menerima kegunaannya.
56

 

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:
57

 

a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib 

membayar upahnya pda saat jasa telah selesai dilakukan. 

b. Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila 

ada kerusakan pada barang sebelum dimnfaatkan dan masih 

belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal. 

c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu 

sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan. 

d. Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua 

belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. 

Hak menerima upah bagi musta’jir adalah sebagai 

berikut: 

1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 

2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad 

sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat 

barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan 

berlangsung. 

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat 

upah dan menangguhkanya sah seperti juga halnya mempercepat 
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yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai 

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak 

ada kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya 

dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah 

berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa 

rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan 

berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.
58

 

2. Batalnya Upah 

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah 

bagi ajir, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut 

Ulama Syafi‟iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimilikioleh 

penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang 

berada ditangannya, ia tidak mendapat upah. 

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di 

atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut: 
59

 

a. Jika benda ada ditangan ajir 

1) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah 

sesuai bekas pekerjaan tersebut. 

2) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapat 

upah atas pekerjaannya sampai akhir. 

b. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah 

setelah selesai bekerja. 

6. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah) 

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan 

berakhir apabila:
60

 

a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju 

yang dijahit hilang. 

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah 

telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka 

rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang 

disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak 

menerima upahnya. 

c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang 

berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak 
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boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad 

al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang 

berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh 

diwariskan dan al- ijarah sama dengan jual beli, yaitu 

mengikat kedua belah pihak yang berakad. 

d. Menurut Sayid Sabiq
61

, berakhirnya sewa menyewa 

dengan sebab-sebab sebagai berikut:  

1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya 

ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. 

2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan 

binatang yang menjadi menjadi ‘ain. 

3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), 

seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena akad 

tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang). 

4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau 

selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika 

terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa 

ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman 

di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa 

sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi 

pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya 

bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan 

mencabut tanaman sebelum waktunya. 
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BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang Desa Adi Jaya 

1. Sejarah Desa Adi Jaya 

Kampung Adi Jaya asal mulanya adalah daerah bukaan 

transmigrasi asal dari Pulau Jawa pada tahun 1954, yang berada 

diwilayah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah. Keadaan pada tahun tersebut Kampung Adi Jaya masih 

dalam keadaan hutan belukar belum berpenghuni. 

Setelah hutan dibuka pada tahun 1957 masuklah kelompok 

transmigrasi pertama asal Yogyakarta yang kemudian disusul 

transmigarsi dari  Daerah Kedu kemudian Daerah Banyumas 

dan Solo serat yang terakhir transmigrasi asal Daerah 

Bojonegoro. 

Dengan Luas wilayah 900,6 Ha, Kampung Adi Jaya mula-

mula terbagi atas 4 (empat) RK, kemudian istilah RKdiganti 

dengan Kebayan I s/d IV.Sesudah tahuin 1980 an istilah 

Kebayan diganti lagi dengan Pedusunan hingga sekarang yaitu : 

Dusun I adalah Adi Luhur,Dusun II Adi Luwih, Dusun III 

Adi Mulyo, Dusun IV Adi Negoro.Asal mula Dusun Adi Luhur 

merupakan orang-orang Transmigrasi asal Yogyakarta, Dusun 

Adi Luwih orang-orang Transmigrasi asal Daerah Kedu, Dusun 

Adi Mulyo orang-orang Transmigrasi asal Daerah Solo, 

sedangkan Dusun Adi Negoro orang-orang Transmigrasi asal 

Bojonegoro. 

Nama/ istilah Pedusunan dipakai dan disesuaikan dengan 

Nama Kampung Adi Jaya yaitu awal kata menggunakan nama 

Adi, hal ini sudah merupakan kesepakatan Pamong pada masa 

kepemimpinan Kepala Kampung pada waktu itu yang dijabat 

oleh Bapak Paimin H.S. 

Pada tanggal 30 Desember 2002 Kampung Adi Jaya 

menambah (memiliki) wilayah Pedusunan baru yaitu Dusun Adi 

Rejo yang semula ikut wilayah Bandar Jaya Barat.Hingga saat 

ini Kampung Adi Jaya memiliki 5 (lima) Dusun yaitu : 

a. Dusun I diberi nama Adi Luhur 

b. Dusun II diberi nama Adi Luwih 

c. Dusun III diberi nama Adi Mulyo 
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d. Dusun IV diberi nama Adi Negoro 

e. Dusun V  diberi nama Adi Rejo. 

Kampung Adi Jaya disamping memiliki 5 Dusun, ditiap-tiap 

pedusunan terdapat beberapa RT (Rukun Tetangga).Jumlah RT 

di Kampung Adi Jaya ada 33 ( tiga puluh tiga) RT,yang tersebar 

dimasing-masing Pedusunan. 

a. Dusun Adi Luhur ada 8 RT ( 1 s/d 8) 

b. Dusun Adi Luwih ada 9 RT ( 9 s/d 17) 

c. Dusun Adi Mulyo ada 6 RT ( 18 s/d 23) 

d. Dusun Adi Negoro ada 6 RT ( 24 s/d 29) 

e. Dusun Adi Rejo ada 4 RT ( 30 s/d 33 ) 

2. Keadaan Demografis Desa Adi Jaya 

1) Batas Wilayah Kampung 

Letak geografi Kampung Adi Jaya, terletak diantara : 

a) Sebelah Utara  : Kampung Bumi Mas dan 

Poncowati 

b) Sebelah selatan  : Kelurahan Seputih Jaya 

c) Sebelah Barat  : Kampung Bumi Kencana 

d) Sebelah Timur  : Kelurahan Bandar Jaya 

Barat dan Yukum Jaya 

2) Luas Wilayah Kampung 

a) Pemukiman   : 323 ha 

b) Pertanian Sawah   : 318 ha 

c) Ladang/tegalan   : 301 ha 

d) Hutan    : -  ha 

e) Rawa-rawa  : 150  ha 

f) Perkantoran   : 0,25    ha 

g) Sekolah   : 0,75    ha 

h) Jalan    : 80       ha 

i) Lapangan sepak bola  : 0,25 ha 

3) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

a. Kepala Keluarga : 1770 KK  

b. Laki-laki  : 3281 jiwa 

c. Perempuan  : 4126 jiwa 

jadi jumlah keseluruhan adalah 6407 jiwa 
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Tabel 1 

Jumlah Penduduk Desa Adi Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 

Berdasarkan Tingkat Pendidikannya 

NO Status Pendidikan Jumlah 

1.  Buta Huruf  380 orang 

2.  Putus Sekolah 750 orang 

3.  SD/ MI 766 orang 

4.  SLTP/ MTs 3300 orang 

5.  SLTA/ MA 1500 orang 

6.  S1/ Diploma 500 orang 

(Sumber data monografi Desa Adi Jaya 2017) 

Berdasarkan tabel pendidikan di atas pada dasarnya 

penduduk desa Adi Jaya sudah memiliki pengetahuan dalam 

bidang pendidikan dan keilmuan yang tentunya dapat 

mendongkrak kemajuan di bidang keilmuan maupun 

perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah 

penduduk desa Adi Jaya  menurut jenis pekerjaanya dapat dalam 

kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat di 

lihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Jumlah Penduduk Desa Adi Jaya Kecamatan 

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan  

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani 4450 orang 

2 Pedagang 1350 orang 

3 PNS/ TNI/ POLRI 443 orang 

4 Tukang 250 orang 

5 Bidan/ Perawat 10 orang 

6 Guru 110 orang 
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7 Sopir/ Angkutan 35 orang 

8 Buruh 1400 orang 

9 belum bekerja 350 orang 

(sumber data monografi desa Adi Jaya 2017) 

 

Data di atas menjelaskan bahwa lebih banyak atau 

mayoritas penduduk Adi Jaya bermata pencaharian sebagai 

petani dan buruh. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Adi 

Jaya dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bertani 

dan buruh. 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Agama Kepercayaan 

Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar  

Kabupaten Lampung Tengah 

NO Agama Jumlah 

1 Islam 6293orang 

2 Kristen 27 orang 

3 Katolik 78 orang 

4 Hindu  - 

5 Budha  9 orang 

(sumber data monografi desa Adi Jaya 2017) 

3. Struktur organisasi desa Adi Jaya 

Desa Adi Jaya memiliki aparat desa yang sangat kuat 

terhadap mobilitas kehidupan sosial masyarakat. Adapun 

struktur kepengurusan aparat desa antara lain : 

1) Kepala desa    : Ngatino, H.S 

2) Sekertaris desa   : Edi Haryanto 

S.Pd 

3) Kepala Urusan Pemerintahan : IR. Eko Haryono 

4) Kepala Urusan Umum  : Ahmad Fauzi 

5) Kepala Urusan Pembangunan : Nanak Sukarna 

6) Kepala Urusan Kesra  : Sri Lestari 

7) Kepala Urusan Keuangan  : Ike Nurhasanah 

8) Bendahara Kampung  : Tri Handayani 
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Kepala dusun : 

1. Dusun Adi Luhur  : Suparno 

2. Dusun Adi Luwih  : Legino 

3.Dusun Adi Mulyo  : Suwarno 

4.Dusun Adi Negoro : Sugeng Riyadi 

5.Dusun Adi Rejo  : Djaiman 

Lembaga-lembaga kemasyarakatan /sosial antara lain: 

1) Kelompok pengajian  

2) Forum peduli masyarakat 

3) Kelompok tani 

 

B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Di Awal Akad di Desa 

Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar 

Desa Adi Jaya merupakan desa yang mayoritas 

masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh 

bengkel dan kuli bangunan. Desa Adi Jaya terdapat banyak 

warga yang masih dalam kondisi ekonomi prasejahtera yaitu 

pendapatan perkapita rata-rata Rp.1000.000/bulan. Dan 

pendapatan ini tentunya dianggap tidak mencukupi untuk 

keperluan hidup mereka selama satu bulan. Dikarenakan 

kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi misalnya 

hargaberas pada awal tahun 2016 di desa Adi Jaya Rp.8.500/kg 

namun pada akhir tahun 2016 ini harga beras mencapai 

Rp.10.500/kg.
1
Dan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk 

mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian 

besar dari mereka menjadi buruh di setiap orang yang 

membutuhkan tenaganya.
2
 Praktik pembayaran upah di awal 

akad biasanya dilakukan oleh pekerja buruh yang di minta untuk 

melakukan suatu pekerjaan. 

Upah-mengupah adalah salah satu bentuk usaha yang 

memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan, yang 

telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat 

yang telah terpenuhi sehingga timbulnya hak dan kewajiban 

                                                             
1
 Neneng, Warga Desa Adi Jaya, Wawancara, Tanggal 20 

November 2016 
2
 Tutik, Petani Pemilik Sawah Desa Adi Jaya, Wawancara, Tanggal 

21 November 2016 
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kepada kedua belah pihak. Bagi masyarakat desa Adi Jaya upah 

mengupah sudah tidak asing lagi, karena penduduk setempat 

mayoritas sebagai petani dan buruh.
3
 

Sistem upah kerja yang dilakukan oleh masyarakat desa 

Adi JayaKecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah adalah kesepakaan kerja antara pemilik usaha dengan 

buruh. Sebelum memulai pekerjaan, antara pemilik usaha 

dengan buruh  keduanya mengadakan akad. Dimana proses 

akadnya ketika orang tersebut di suruh bekerja, pekerja/buruh 

tersebut meminta upahnya dibayar terlebih dahulu secara penuh 

.
4
 

Dengan pendapatan yang minimal tersebut banyak buruh 

di desa Adi Jaya meminta upah di awal akad sebelum mereka 

melakukan pekerjaan. Dan sebagian besar dilaksanakan oleh 

para buruh yang mengalami kebutuhan mendadak yang 

memerlukan uang sehingga mereka 

memintapembayaranupahnya dilakukan di awal perjanjian 

karena masyarakat bisa mendapatkan uang yang mereka 

perlukan dengan cepat.
5
 

Dalam praktek yang terjadi di Desa Adi Jaya dilakukan 

dengan cara tradisional yaitu kedua belah pihak melakukan akad 

atau perjanjian secara lisan. Dalam akad ini mula-mula diawali 

dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan bantuan 

berupa tenaga datang kepada orang yang dianggap 

membutuhkan suatu pekerjaan.Pada awal perjanjian para buruh 

dan majikan melakukan kesepakatan bahwa upah harus 

diberikan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. 

Dalam akad tidak disebutkan bahwa pihak buruh harus 

mengerjakan dengan baik dan rapi.  

Perjanjian akad semacam ini sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat desa Adi Jaya dari pemilik usaha (pemberi upah) 

kepada pekerja/buruhnya. Dengan mengikuti dari kebiasaan 

orang-orang terdahulu yang sering meminta bayaran upahnya 

                                                             
3
 Poniman,  Buruh Tani, Wawancara, Tanggal 21 November 2016 

4
 Pairah, Buruh Tani Desa Adi Jaya, Wawancara 21 November 2016 

5
 Ponirah, Buruh Tani Desa Adi Jaya, Wawancara 21 November 

2016 



 

 

43 

diberikan di awal dan sekarang menjadi kebiasaan di masyarakat 

tersebut bahwa apabila mempekerjakan orang(buruh) harus di 

bayar terlebih dahulu.
6
 

Berikut ini contoh akad pelaksanaan, menurut bapak 

Tukiran sebagai pemilik sawah pada saat pihak pertama adalah 

pemilik usaha (majikan) memberikan pekerjaan kepada pihak 

kedua adalah buruh  untuk bekerja di sawah yang ia miliki. Pada 

saat itu sawah siap untuk ditanam, pemilik sawah mencari buruh 

tani untuk menanam padi disawahnya. Namun sebelum 

pekerjaan itu dikerjakan buruhmeminta agar upah diberikan di 

awal.
7
 

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Adi Jayaini 

menimbulkan berbagai dampak bagi kedua belah pihak, baik 

yang menguntungkan atau yang merugikan. Adapun dampak 

yang menguntungkan bagi buruh adalah mereka dapat menerima 

upah dan memanfaatkan hasil terlebih dahulu sebelum 

melakukan pekerjaan. Sedangkan dampak yang merugikan bagi 

majikan adalah jika hasil pekerjaan dari buruh tidak sesuai 

dengan yang diharapkan majikan.
8
 

Dampak yang bisa terjadi tersebut disebabkan karena 

tidak adanya pengawasan dari majikan dan tidak ada 

kesepakatan yang menyatakan bahwa buruh harus mengerjakan 

pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan keinginan majikan 

meskipun telah menerima upah di awal.
9
 

Selain terdapat buruh tani, di desa Adi Jaya juga terdapat 

beberapa buruh yang melakukan akad dengan pembayaran upah 

diawal seperti buruh bangunan dan buruh bengkel. 

1. Contoh akad yang dilakukan oleh buruh bangunan 

adalah akad antara bapak Suwito dengan bapak 

Badiono. Awal mula akad ini berlangsung adalah 

                                                             
6
 Sukerli, Petani Pemilik Sawah Desa Adi Jaya, Wawancara 21 

November 2016 
7
 Tukiran,petani Pemilik Sawah Desa Adi Jaya, Wawancara 21 

Novembe 2016  
8
 Nuhim, Petani  Desa Adijaya, Wawancara, Tanggal 22 November 

2016 
9
Sujono, Sesepuh Desa Adi Jaya, Wawancara, Tanggal 23 

November 2016 
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bapak Suwito (sebagai pemberi kerja) meminta 

kepada bapak Badiono untuk mengecat rumahnya 

selama satu minggu. Bapak Suwito menyatakan saya 

ada pekerjaan untuk bapak Badiono mengecat rumah 

saya dan saya beri waktu satu minggu.Bapak 

Badiono menjawab iya saya terima pekerjaan 

tersebut tetapi dengan syarat upah di berikan 

sekarang. 

Bapak Suwito menyetujui permintaan bapak Badiono 

tanpa syarat, setelah berjalan satu minggu ternyata 

hasil pekerjaan bapak Badiono tidak rapi atau tidak 

sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Contoh akad yang dilakukan oleh buruh bengkel 

adalah akad antara bapak Gunawan dengan bapak 

Dedi. Awal mula akad ini berlangsung adalah ketika 

bapak Gunawan mendapatkan banyak pesanan 

pembutan pagar pada bengkel las yang ia miliki 

sehingga ia membutuhkan pekerja tambahan agar 

dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan 

cepat, sehingga bapak Gunawan meminta bapak Dedi 

untuk bekerja mengecat pagar pesanan para 

pelangan. 

Bapak Gunawan menyatakansaya ada pekerjaan 

untuk bapak Dedi mengecat pagar saya dan saya beri 

waktu lima hari.Bapak Dedi menjawab iya saya 

terima pekerjaan tersebut tetapi dengan syarat upah 

diberikan di awal, dikarenakan saya membutuhkan 

uang segera untuk anak saya membayar uang 

sekolah.  

Bapak Gunawan menyetujui permintaan bapak Dedi 

tanpa syarat, setelah berjalan lima hari ternyata hasil 

pekerjaan bapak Deditelah selesai dengan rapi dan 

memuaskan.  

Setelah melakukan wawancara dengan para responden, 

ternyata antara majikan dan buruh memang tidak ada 

kesepakatan yang jelas menyatakan bahwa pekerjaannya harus 

rapi. Tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata 
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cara yang dilakukan masyarakat setempatpada umumnya seperti 

menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti 

yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat 

melakukan sebuah akad didasarkan pada rasa saling percayaan 

diantara kedua belah pihak. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Di Awal Akad di Desa 

Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sujono 

selaku sesepuh di desa Adi Jaya, dan masyarakat setempat 

lainya. Pada dasarnya sistem pengupahan adalah bentuk 

kerjasama antara pihak yang memberikan pekejaan dengan 

buruh, karena banyak dari masyarakat yang tidak bisa 

menyelesaikan pekerjaanya sendirian sehingga mereka 

membutuhkan orang lain membantu menyelesaikan 

pekerjaannya. 

Upah merupakan aspek yang paling sensitif di dalam 

hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari 

sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah 

sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup 

pekerja/buruh dan keluarganya. Secara psikologi upah juga 

dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja/buruh, di pihak lain 

pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi. Dan 

pemerintah melihat upah itu di satu pihak untuk tetap dapat 

menjamin terpenuhnya kehidupan yang layak bagi pekerja atau 

buruh dan keluarganya, meningkatkan produktifitas 

pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat, dipihak 

lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar 

terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak. 

Sistem pembayaran upah yang sudah menjadi tradisi di 

masyarakat sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. 

Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang 

sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. 

Adapun para pihak yang berakad dalam pembayaran upah ini 

para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik usaha 

(mu’ajir) dan buruh (musta’jir). Dimana pembayaran upahnya 

diberikan di awal sebelum pekerjaan selesai dikerjakan. Pihak 

mu’ajir biasanya memberikan pembayaran kepada 

pekerja/buruh secara penuh. Tentu saja model pembayaran 

seperti ini biasanya berdampak kurang maksimalnya seorang 
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buruh melakukan pekerjaan, dikarenakan tidak adanya motivasi 

dalam bekerja karena pembayarannya telah di terima semua. 

Masyarakat desa Adi Jaya melakukan upah-mengupah 

dengan tata cara yang biasa mereka lakukan yaitu perjanjian 

kerjanya dilakuakan secara lisan atau tidak adanya bukti tertulis 

bahwa telah terjadi suatu akad perjanjian kerja diantara kedua 

belah pihak, upah mengupah ini juga dalam penyebutan akadnya 

tidak di perjelas hak dan kewajiban si pekerja.   

Pada akad yang dilakukan kedua belah pihak tidak 

terdapat perjanjian bahwa pihak musta’jir harus melakukan 

pekerjaannya dengan baik dan rapi dan dalam prakteknya di 

masyarakat pihak musta’jir tidak selalu melakukan 

pekerjaannya dengan baik dan rapi. Hal ini dikarenakan 

memang tidak terdapat perjanjian diawal bahwa hasil pekerjaan 

musta’jir harus rapi. Namun sebagian dari musta’jir melakukan 

pekerjaan tersebut dengan baik agar mu’ajir merasa senang telah 

mempekerjakan musta’jir tersebut sehingga apabila terdapat 

pekerjaan lagi maka bisa memakai jasanya kembali, dengan 

begitu terjadi suatu akad yang saling menguntungkan.  

 

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di 

Awal Akad Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah 

Allah menciptakan manusia untuk saling tolong 

menolong antar manusia yang satu dengan yang lainya salah 

satunya adalah dengan cara muamalah. Prinsip dasar muamalah 

adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam 

memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih mu’amalah 

yang semuanya merupakan hasil penggalian dari al-Qur’an dan 

hadis. 

Salah satu bentuk bermu’amalah yang sering dilakukan 

oleh masyarakat desa Adi Jaya adalah upah mengupah. Upah 

adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang memberi 

pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah 

harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 

bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja 
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diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah 

harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.  

Menurut dari objek hukum Islam, kerjasama ini 

dikategorikan akad al-ijarah ala al-a’mal) ialah dengan cara 

mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila 

jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, 

buruh pabrik dan buruh tani. Musta’jir adalah orang yang 

mempunyai keahlian, tenaga jasa dan lain-lain, kemudian 

mu’ajir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau 

jasa tersebut dengan imbalan tertentu, musta’jir mendapat upah 

atas tenaga yang ia keluarkan untuk mu’ajir mendapatkan 

tenaga atau jasa dari musta’jir. 

Dalam fiqih mu’amalah, upah atau ijarah dapat 

diklasifikasikan menjadi dua: pertama, upah yang telah 

disebutkan (ujrahal musammah), dan kedua, upah yang sepadan 

(ujrah al misli), upah yang sudah disebutkan (ujrahal-

musammah) itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya 

kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang 

melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian 

pihak musta’jir tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari 

apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak 

boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah 

disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib 

mengikuti ketentuan syara’. Apabila upah tersebut di sebutkan 

saat melakukan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada 

saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun musammah). 

Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap 

upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan 

upah yang sepadan (ajrul misli). 

Sedangkan upah yang sepadan (ujrah al-misli) adalah 

upah yang sepada dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis 

pekerjaanya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan 

disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan 

penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan 

menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. 

Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini 
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adalah para pihak yang membentuk akad yaitu majikan yang 

mempunyai usaha dengan buruh yang membutuhkan pekerjaan. 

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah (ajrun 

musamma) yaitu kedua belah pihak melakukan perjanjian upah-

mengupah disertai kerelaan di antara kedua belah pihak dengan 

dasar kerjasama atau gotong royong. Selain itu dengan sistem 

ini juga sistem pengupahan di awal yang dilakukan oleh 

masyarakat Adi Jaya adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan 

setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi akibat hukum.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian 

para musta’jir, mereka mengatakan lebih menyukai sistem 

pengupahan di awal. Dikarenakan pengupahan di awal tersebut 

mereka bisa segera memenuhi kebutuhan sehari-hari yang 

mendesak.  

Seorang pekerja hanya berhak oleh upahnya jika ia telah 

menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai 

kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat 

antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang 

halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos 

bekerja dengan alasan yang benar atau sengaja menuaikannya 

dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu 

diperhitungkan, karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. 

Selama ia mendapat upah secara penuh, maka kewajiban 

juga harus dipenuhi. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa 

bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak 

upah yang di perolehnya, demikian juga memberi upah 

merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan 

yang diperolehnya.Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah 

SWT, dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1: 

                 

Artinya : hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-

akadmu. 

Menurut ulama fiqih setiap akad mempunyai akibat 

hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin di capai sejak 

semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak 

yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah 
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pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad 

tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal 

syara’ seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak 

memenuhi salah satu rukun atau syara’. 

Akad yang sesuai dengan syari’ah adalah yang tidak 

mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir 

(penjudian), riba (bunga uang), zhulm (penganiayaan), rysiwah 

(suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai 

arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar 

sekian banyak aktifitas keseharian kita. 

Melalui akad kita bisa melakukan berbagai kegiatan 

bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seorang lelaki dan 

perempuan dapat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan 

akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang 

dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak 

dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat 

dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ada dan 

hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. 

Kenyataan ini menunjukan bahwa betapa kehidupan kita tidak 

terlepas dari akad (perjanjian), yang menjadi sarana kita dalam 

memenuhi berbagai bentuk dalam kepentingan kita. Oleh karna 

itu dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya akad 

(perjanjian). 

Penegasan upah dalam kontrak adalah sesuatu yang 

harus diketahui melakukan pekerjaan, hal ini mencegah 

terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan upah dikemudian 

hari. Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak 

bagi buruh atau pekerja karna telah melakukan pekerjaannya. 

Al-Qur’an maupun asunnah telah memberikan perintah kepada 

manusia untuk bekerja atau berusaha semaksimal mungkin 

sehigga mendapat balasan sesuai dengan apa yang telah 

dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah atau mu’amalah. Akan 

tetapi baik dalam  al-Qur’an maupun As-Sunnah tidak 

menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, 

karena upah termasuk dalam bidang mu’amalah yang senantiasa 

berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. 

Namun demikian yang tepenting adalah antara mu’ajir dan 
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musta’jir telah saling iklas dan ridho dalam memberikan dan 

menerima upah dan tidak ada paksaan antara keduanya. 

Praktek pengupahan di awal sesuai dengan Al-Qur’an 

dan hadits. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S 

Al-Ahqaf ayat 19 : 

                      

    

Artinya: dan bagi masing-masing mereka derajat 

menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 

mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan 

mereka sedang mereka tiada dirugikan. 

Pembayaran upah yang terjadi di desa Adi Jaya 

merupakan kebiasaan yang terjadi secara terus menerus di 

masyarakat, sehingga dalam prakteknya sudah sama-sama 

diketahui baik oleh mu’ajir dan musta’jir. Karena di antara 

keduanya sudah sama-sama tahu resiko yang mungkin mereka 

terima, disini telah terjadi kerelaan antara mu’ajir dan musta’jir. 

Dalam hal ini tentunya sesuai dengan ajaran hukum 

Islam untuk saling menolong di antara sesama. Pemberian upah 

di awal yang dilakukan pada masyarakat adalah akad yang sah 

karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Standar upah yang layak bagi undang-undang adalah 

terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati 

hidup dengan layak maka dibuat aturan tentang batasan minimal 

bagi pembayaran upah, sehingga komponen hidup layak yang 

ditetapkan pemerintah ditebus. Sedangkan dalam hukum Islam 

secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang 

layak untuk diberikan, tetapi Islam, memberi gambaran umum 

bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang 

berhak. Islam lebih mengedepankan  konsep moral, adil dan 

layak, disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan 

perjanjian tanpa ada paksaan.    



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 

bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengupahan buruh yang terjadi di desa Adi Jaya adalah 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembayaran upah terhadap buruh yang 

terjadi di desa Adi Jaya adalah dengan cara pembayaran 

upahnya diberikan di awal akad, hal ini didasarkan 

kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan 

sudah diakui, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua 

belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas 

akad yang telah di sepakati bersama. Pembayaran 

upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari 

pihak musta’jir telah mempertanggungjawabkan 

hasilnya. Dan antara kedua belah pihak tidak ada yang 

merasa dirugikan. Hanya saja dalam pembuatan akad 

tidak di perjelas hak dan kewajiban pekerja (musta’jir).  

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan ini adalah 

dibenarkan dalam Islam, kegitan mu’amalahnya tidak 

bertentangan dengan syara’. antara mu’ajir dan 

musta’jir telah saling ikhlas dan ridho dalam 

memberikan dan menerima upah dan tidak ada paksaan 

di antara keduanya dan juga menjadi pertimbangan 

dalam berlakunya sistem pengupahan ini adalah adanya 

nilai-nilai sosial yang tinggi seperti tolong-menolong 

dan yang sangat di anjurkan dalam agama Islam. 

Pembayaran upah di desa Adi Jaya merupakan upah 

yang sepadan (ajrun misli), yaitu upah yang sepadan 

dengan pekerjaannya (profesi kerja). Selain itu sistem  

pengupahan ini juga sudah menjadi kebiasaan yang 

terjadi di masyarakat dan kebiasaan itu bisa menjadi 

hukum. 
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B. Saran 

1. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian 

kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih 

jelas. Dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu 

pihak. 

2. Agar para buruh dalam menjalankan pekerjaan harus 

bertanggung jawab dan lebih memperhatikan 

kewajibannya dalam menyelsaikan pekerjaannya hingga 

tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan 

antara pemilik sawah dengan pekerjanya/buruh. 
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